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WALI KOTA GORO^^TALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA K E R J A PERANGKAT DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y/iNG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8(3 

Tahun 2017 tentang Tata Ccira Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Ciara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencank 

Pembangunan Jangka Meneni^ah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangqnan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentulc 

Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tan 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara Repc.blik Indonesia Tahun 195!? 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republi^ 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistenji 

Perencanaan Pembangunsin Nasional (Lemtiaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahap 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

  
TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rendana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Car 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk 

Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024, 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Haa 

Indonesia Nomor 1822), 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Stater 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sjebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapar 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad: 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara. 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungar 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahar 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembairan Negara. 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara. 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara. 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Peremcanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentanig Rencansi 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatfi 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangksi 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

  

PERANGIA, 

DAERAH 
  

KASAG 
HUM 
  

ASISTEN 

    SEKDA 
  

jp
 

A
N
 

2
   

ig 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-lndang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar 

Republik Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322): | 
| 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian D 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangk 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerinta 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 

Nomor 1312), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114),
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 hmtang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Re]3ublik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419): 

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan IDaerah Kota 

Gorontalo (Lembaran Daenih Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 12); 

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentsmg Rencana 

Pembangunan Jangka Pan ang Daerah Tahun 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102); 

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentemg Rencana 

Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223); 

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jgmgka Menengah Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Pei'aturan Daerah Ko ta Gorontalo 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 202 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerinta | 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419): 

Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2002 tentan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 12), 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panang Daerah Tahun 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102), 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencan 

Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-203 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223): 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo
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Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana P<mbangunar. 

Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-

2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 

Nomor 10); 

16. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kotsi 

Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 48 al iun 2019 tentang Rencansi 

Strategis Perangkat Daerali Kota Gorontalo Tahun 2019 -

2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 202] 

Nomor 36). 

17. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kotsi 

Gorontalo Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2023 Nomor 11) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANCr 

RENCANA K E R J A PERANGKAT DAERAH KOTA 

GORONTALO TAHUN 2024 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pere.turan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo. 

, 3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

4. Perang;kat Daerah yang selanjutnya disirigkat PD adalah Badan, Dinas, 

Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Kecamatan pada Pemerintah Kota Gorontalo. 
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Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 

2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 201 

Nomor 10), 

16. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 201 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kotd 

Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 48 ahun 2019 tentang Rencand 

Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019- 

2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 

Nomor 36). | 

17. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun sa 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Ko 

Gorontalo Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2023 Nomor 11) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  WALI KOTA GORONTALO TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA 

GORONTALO TAHUN 2024 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, 

Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Kecamatan pada Pemerintah Kota Gorontalo.
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Rencana Pembangunan Tahunan Dgierah Kota Gorontalo yang; 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemijrintah Daerah (RKPD) adalah 

dokumen perencanaan pembangungm Kota Gorontalo untuk periode 1 

(satu) tahun. 

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutny, 

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adaljih dokumer 

perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnyg. 

disinghiat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggarar. 

yang berisi rencana pendapatan, rencana. belanja program dan kegiatar. 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunar. 

APBD. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daergih selanjutnya disingkat APBE' 

adalah rencana keuangan tahunan pemeirintahan daerah yang dibahasi 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dar. 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB 11 

RENCANA K E R J A PERANGIU^T DAERAH 

Pasal 2 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumer 

perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat firogram dar. 

kegiatem beserta pagu indikatif Perangkat Daerah. 

(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pads. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksuc 

dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sisjtematika sebagai berikut : 

a. B / ^ 1 : PENDAHULUAN 

23 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Deerah Kota Gorontalo yan 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adala 

dokumen perencanaan pembangunan Kota Gorontalo untuk periode 1 

(satu) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen 

perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatari 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusun 

APBD. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat seed 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dar 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. | 

BAB II 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH | 
| 

| 

Pasal 2 | 

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan Na 

perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program dan 

kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah. 

(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

  
| Pasal 3 
| PERANGKN 

DAERAP 

Sa k (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud 
  

HN 
" dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
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b. BAB I I : BASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAF[ 

TAHUN LALU 

c. By\B II I : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEIRAH 

d. B/^BIV : RENCANA K E R J A DAN PENDANAAN PERANGKA'i^ 
DAERAH 

e. By\BV : PENUTUP. 

(2) Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

BAB 111 

KETENTUAN PENLTUP 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaji. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Eierita Daerah Kota Gorontalo. 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 7,-A«3stus 

S E K R E T A R I S I O A E R A H K O T 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 7 Agustus 
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b. BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERA 

TAHUN LALU 

c. BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

  
d. BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

e. BABV : PENUTUP. 

(2) Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagi | 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENLTUP | 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Eerita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 7 Agustus 2023 

(WWALI KOTA GORONTALO 

MARTPN A. TAHA 

Pa 

—m 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal TJ igustus 2023 

SEKRETARIS GanraN KOTA GORONTALO,     
   

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR ..1.4


